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TENTAN 
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUNGO, 

cait perg: a -an pada Bab VI tmbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan terkait pergeseran 1Inggal~rle -epri e 
Huruf D nomor 1 huruf m Lampiran Peraturan Menteri l?a am LDaerah el 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan : 
menctapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran; 

gingat = 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Kabupaten Dalam Lingkungan Dacrah Propinsi Sumatera Tengah (Lem!aaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembcntykan Daerah Tingkat 11 Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat 11 Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5 
w Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

IS
 

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558 i beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 T Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Unda 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undnng (Lemb, Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Leml Indonesia Nomor 6856), 

5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang inistrasi Pemer; 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 'l‘n‘l-m.:"5 14 il g 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 dengan Undan, Undang Nomor ¢ Tahun 2023 Pemerintah Pengpanti Undang-Uny, 

ahan 2014 Nomor 292, Tambahap 01), sebagaimang telah diubah tentang Penetapan Peraturan ng Nomor 2 Tahun 2022 

Pemerinty : 

tenta i 

i\(;-‘.iu 'l:{v.'luudnql:nql‘fng-llI;xdung (Lembaran Negara Rapublik Indollcs!ISTS;ll::: 

2023 Nomor 4), ’ smbary cgara Republi ; 

pri umbahan Lembgpyy Negara Republik Indonesia Nomor 

6. Undang, 
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tara Ceuangan antar g Hubungan Keuangey Th b 6. Undang. Tahun 2022 tentang an Negara Repub e P:l::'r]fi\lgl:‘d?’:‘s;a:l i":rP!:m:rinhhan Daerah (tel;‘:::an Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lel 

Indonesia Nomor 6757), 
Keuangan 

d 
ngelolaan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201: _}:’;‘f:%ol.’l% ]g\[nmor 42), Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesi un 2020 tentang Pedoman 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tah blik Indonesia Tahun 2020 Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repul Nomor 1781), 

o c Pengelolaan 9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang P "k_;’,khfi?‘kzook.zl No"mof 2); Keuungan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tal 

MEMUTUSKAN : 

Menctapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN. 

BAB1 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Jalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

Daerah adalah Kabupaten Bungo. 
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan organisasi perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Dacrah Kabupaten Bungo. Bupati adalah Bupati Bungo. 
Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sckda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo. kyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga 
perwakilan rakyat daerah 

gai unsur Ppenyelenggara Pemerintah Daerah. 
SKPD adalah™ unsur pembantu Bupati dan 

an Peraturan Daerah 
Daerah, sel adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah ). Organisasi adalah unsur pemerintahan Bungo yang terdiri 

a an teknologi, dana, atay kombinasi dari beberapa 
atau kesemua jenis sumber daya tersebug sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran 
(output) dalam bentuk barang/jasa, 

. Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktiy " 
egiatan dalam pelaksanaan 

kewenangan daerah sesuai dengan ketenty 1an peraturan perundang undangan. 

15. Dokumen... 3 
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i isingkat 

jang selanjutnya disingk 
15, Dokumen Pelnksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah )::hgiayafln yang digunakan DPA-SKpp adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pel ) sebagai dasar Pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. i penerimaan dan perkiraan 16. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari pfl mendanai pelaksanaan :‘;)’ggfls keluar untyk mengatur ketersediaan dana yang cukup gun dalam setjg, iode. 

im yang bertugas 17. Tim Anggaran ch:c‘:n:::heDnerah yang selanjutnya disingkat TAPD, adal:hulsl::lgn ASPBD. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam T?"gka pes]{PKD adalah unsur 18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya d'smgkatk nakan Pengelolaan }D(Cnunjang Urusan’ Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksal €uangan Daerah, 

D 19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKP ndnlathel:;ageiifil ':ra Yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebaga Umum Daerah, 
. ang 20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan PA adalah pejabat pemeg e kewenangan Pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang lelmP'"{})’ l 21. Pejabat Pelaksang Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Uni SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan 

dan pagy anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun, 23. Pergeseran Anggaran adalah perubahan, revisi, penyesuaian dan/ atau pergeseran anggaran belanja Daerah yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD dan/atau DPA- SKPKD/ Perubahan DPA-SKPKD. 24. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat 
termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. 25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPp adalah dokumen yang diajukan 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 
26. Kelompok adalah digit kedua pada kode rekening. 27. lenis adalah digit ketiga setelah kelompok pada kode rekening. 28. Obyek adalah digit keempat setelah jenis pada kode rekening, 29. Rincian Obyek adalah digit kelima setelah obyek pada kode rekening, 30. Sub Rincian Obyek adalah digit keenam setelah rincian obyek pada kode rekening belanja 

31. Uraian Sub Rincian Obyek adalah penjelasan dari sub rincian obyek. ’ 

Pasal 2 
Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan Pergesenan anggaran dy ; 

i 
at 

dengan tertib dan akuntabel. & Pat betjalan 

Pasal 3 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. jenis pergeseran anggaran; 
b. kriteria pergeseran anggaran; 
c. ketentuan pergeseran anggaran; dan 
d. mekanisme pergeseran anggaran, 
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BABII 
JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN 

Bagian Kesatu 

Jenis Pergeseran Anggaran 

Pasal 4 
(1) Jenis Pergeseran Anggaran terdiri atas: 

3. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan 
b Pergescran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD. 

. - ake t @) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada aya 
(1) huruf a yaity: 

Pergeseran Anggaran antar Organisasi; Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi; Pergeseran Anggaran antar Program; Pergeseran Anggaran antar Kegiatan; 
Pergescran Anggaran antar Sub Kegiatan; 
Pergescran Anggaran antar Kelompok; dan 

8 Pergeseran Anggaran antar Jenis; 
(3) Pergescran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu: 

a. Pergeseran Anggaran antar Obyek dalam Jenis yang sama; b. Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek dalam Obyek yang sama; 
. Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Obyek dalam Rincian Obyek yang sama; d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari Sub Rincian Obyek. 

m
o
p
o
g
o
e
 

Bagian Kedua 

Kriteria Pergeseran Anggaran 

Pasal 5 

(1) Kriteria Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan 
sepanjang: 

a. terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jambi setelah penetapan APBD dan harus dilakukan penyesuaian; 
b. keadaan darurat dan/atau mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD; dan/atau 
c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Perubahan APBD. 

(2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud padaayat (1) hurufa dan huruf'b dilakukan dengan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. 

(3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. 

Bagian Ketiga 
Ketentuan Pergeseran Anggaran 

Pasal 6 

(1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya. 

(2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekda 
selaku Ketua TAPD. 

Pasal.....5 
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Pasal 7 
ol 

54 oy’ 

Pergeseran Angparan sebagaimana dimaksud dalam P‘_“;'_‘[ A{hu)nflyfl- Sepanjang 1idak mengubah maksud dan tujuan substansi sebe i Kepala 
. atas persetujuan 

Pcrgcscmn Angparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan " 
BPKAD selaku PPK D, 

at (3) huruf b dapat dilakukan 

Pasal 8 
ilakukan f ¢ dapat dilakul 

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huru " 
Sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya. tujuan Kepala 

L 
ot 

ctujual 
Pergeseran Anggaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persctuj BPKAD selaku PPKD 

Pasal 9 

dapat 
Perubahan aay pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dapa 
dilakukan Sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya. Perubahan atay Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PA. 

Bagian Keempat 

Mekanisme Pergeseran Anggaran 

Pasal 10 
Pergeseran Anggaran dilakukan dengan cara mengubah DPA.- dan diformulasikan dalam format perubahan DPA-SKPD, 
Pada pergeseran tertentu, Perge: 

SKPD sebagai dasar pelaksanaan 

seran Anggaran diikuti dengan Pergeseran Anggaran Kas, Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud d. ¢, dilakukan dengan cara mengubah Peratura SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan difo, selanjutnya dituangkan dalam Peraturan D dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila t 

alam Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf' b dan huruf n Bupati tentang Penjabaran APBD dan DPA- i 
DPA-SKPD, untuk aerah tentang Perubahan APBD atay dilaporkan idak dilakukan perubahan APBD. Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dilakykan dengan 

cara mengubah DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam Perubafi:m 
DPA-SKPD. 

Pergeseran Anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ay: bersama antara Bupati dengan DPRD dengan cara meruby Perubahan APBD. 

at (2) merupakan ke Wenangan ah Peraturan Daeral h tentang 
Dalam hal terdapat ketentuan dan‘atau peraturan penmdang-undangan yan, pemerintah pusat dan/atau Pemeringah Provinsi Jambi, keadaan darurat, atay kondisi tertenty, 
Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

N 
mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran AP dan DPA.SKp! sebagai dasar 
pelaksanaan dan diformulasikan dalam  format Perubahan DPA-SKPD, untuk selanjyy, "a 
dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atay dilaporkan dalam l-aporfm 
Realisasi Anggaran apabila tidak dilakukan perubahan APBD Kondisi tertentu sebagaimang dimaksud pad L ayat (6) dapat berupa kon 
perubahan prionitas pembangunan baik di ting Kat Pusat atay Kabupaten, Pergeseran Anggparan yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukap 

: 
i akukan setel; 

perubahan APBD disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, 
ctelah Pergeseran Angparan yang menyebabk APBD atau Penjabaran Perubahan APBI 

disi mendesak atau 

an perubahan Peraturan Bu pati tentang Penjabaran ) diberitahukan k epada Pimpinan DPRD, 

Dipindai dengan CamScanner



Pasal 11 ) waan Pergese, ilakukan sepanjang angg: 1 8eseran Anggargy sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakul erschul i t belum dilaksanakan dan‘atau direalisasikan. 

1 Pasal 12 kecuali dalam (1) Pergeseran Anggaran dilakukan 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berkenaan. ; kan oleh 
hal “terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditets P:grtcntu 
pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jambi, keadaan darurat, atau kondisi ’ 

minggu ke 3 (tiga) bulan (2) Batas wak Vaktu usulan pergeseran anggaran ke 1 (satu) adalah pada ke 2 (dua) adalah minggu 

{f 2ret tahun berjalan, dan batas waktu usulan pergeseran anggaran ¢ 3 bulan Juni tahun berjalan, 

Pasal 13 
(1) Kepala SKPD selaky PA menyampaikan usulan Pergeseran Anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf ¢ secara tertulis kepada Sekda sc:kll(fl . TAPD. setelah memperoleh surat pemberitahuan mengenai Pergescran Anggaran dari Sekda kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 

(2) Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang melampirkan: 
2. pertimbangan/penjelasan dilakukannya Pergeseran Anggaran yang mengalami perubahan 

baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari Pergeseran Anggaran; 
b. daftar Sub Kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran antar Kegiatan, antar Sub 

Kegiatan, antar Jenis, antar Obyek, antar Rincian Obyek, antar sub rincian serta revisi 
perubahan redaksi pada Uraian Rincian Obyek belanja; 

¢. rancangan perubahan DPA-SKPD yang menggambarkan Pergeseran Anggaran antar Obyek, 
Rincian Obyek, Sub Rincian Obyek; 

d. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terhadap kegiatan yang diusulkan untuk dilakukan 
pergeseran. 

'S 

Pasal 14 

Apabila dalam pergeseran anggaran terdapat penambahan/ penyesuaian standar biaya umum, standar 
satuan harga, harga satuan pokok kegiatan, dan analisis standar belanja, Kepala SKPD mengajukan 
usulan komponen setelah berkoordinasi dengan Kepala BPKAD selaku PPKD dan ditetapkan melalui 
surat Keputusan Bupati. 

~ Pasal 15 
(1) PPKD mengevaluasi dan mengesahkan atas usulan perubahan atau Ppergeseran atas uraian dari 

Sub Rincian Obyek. 

(2) PPKD mengevaluasi atas usulan Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Obyek dalam Rincian 
Obyek yang sama dan antar Rincian Obyek dalam Obyck yang sama. 

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekda untuk dibahas 

lebih lanjut oleh TAPD. 

Pasal 16 

(1) PPKD mengevaluasi usulan Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar 
Jenis belanja yang telah direviu dan direkomendasikan oleh APIP serta menjadwalkan 
pembahasan bersama TAPD. 

(2) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekda untuk 
mendapatkan persetujuan usulan Pergeseran Anggaran. 

(3) Hasil pembahasan TAPD scbagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Sekda selaku Ketua 
TAPD kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan usulan Pergeseran Anggaran, 

Pasal....7 

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 17 Prosedur rge. R Pergeseran Aanggaran dilaksanakan dengan tahapan scbagai berikut 
A Kepala Sg ) 
b Dalam Sh}\ll’D Mengajukan permohonan pergeseran anggaran: . (entang Perubahan 

Pcnjnbamn Pergcseran anggaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati lf: n surat edaran 

pemboritamr BD: Sekrearis Dacrah sclsku Ketua TAPD dapat menerbitie 
e Ke pp FCreeseran anggaran; i 

diufiu‘liafitiflkr:f‘:':rifkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terhadap kegiatan yang 

d. " ¢ dilakukan pergeseran; 
Keuangan m ; " [PD-RI; 

e Sekretari embuka jadwal tahapan pergeseran anggaran melalui S - 
a:;;:;r’l‘s Dacrah atau PPKD dapat xem‘i,fil?penimbaig;n TAPD atas usulan pergeseran 

£  terutama untuk pergeseran anggaran pada kondisi tertentu; 
TAPD K . : ’ " 3 s Perges::::a:Lfln membuka kunci sub kegiatan yang telah disetujui untuk dilakukan pergestef(i;f;v 

TAPD Pere nggaran pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 aya - 
SKPD yangn;;::a'n {nembuk? fitur tambahan sub kegiatan atau penambahan pagu validasi pat 

SKPD melatans ujui untuk dilakukan pergeseran; o . likasi SIPD- 
RI soqulakukan input data perubahan RKA-SKPD yang telah disetujui, melalui aplikasi 
Da]s::uahl Jadwal yang telah ditetapkan; 
habis/‘scl:l penginputan belum selesai dilaksanakan sedangkan waktu yang ditentukan tela 

i PA day :al m:’\ka itu menjadi tanggung jawab OPD bersangkutan; 
o kanu KPA melakukan verifikasi dan validasi atas RKA-SKPD pergeseran untuk 
Tomas kll an bahwa sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan 
disampaiakt:.: kzeriim;rx‘;]; pembangunan dan kevangan daerah yang berlaku, sebelum 

kepada . 
ggg ;\:rlgl:rslgan mcllakl_xkan penutupan jadwal pergeseran anggaran setelah semua input RKA- 

eran sclesai; 
dpalémb hal pergeseran anggaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
see:H:i :;e:n fiBD, T/:iPD megyusnn dan memproses penerbitan Peraturan Bupati dimaksud 

suai ketentuan perundang-undangan; 
m. TAPD Keuangan membuka tahapan penatausahaan pergeseran anggaran; 
n. PA menyusun l_lAK dan mcla_kukan pelimpahan kegiatan/sub kegiatan kepada PPTK; 
0. dalam ha_l kegx_a'an/sub kegiatan dilimpahkan juga ke KPA maka pelimpahan kegiatan/sub 

kegiatan juga dilakukan kepada SKPD; 

p. }S)QP nglakukan validasi pergeseran anggaran sebelum BUD melakukan validasi Perubahan DPA 

q. g;‘:ingg}?[? glclakukan validasi Perubahan DPA SKPD maka SKPD dapat mencetak Perubahan 
. dan 

r.  BUD menerbitkan SPD. 

BABIIl 

PERGESERAN ANGGARAN PADA KONDISI TERTENTU 

Pasal 18 

(1) Pergeseran anggaran pada kondisi tertentu yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut: 

a. kondisi mendesak; 
b. kondisi darurat; dan/atau 

c. perubahan prioritas pembangunan baik di pusat atau daerah. 

(2) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 

a. kebutuhan dacrah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum 

tersedia atau tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat 
diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang undangan; dan/atau 

d. pengeluaran lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

(3)Belanja.....8 
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3) Belanja g; 
belanja y 

acrah yan, 

d ang dibuy 
CnRan jumlah vane X Tus " dalam ta 

seperti l;'cl:m'” Yang cukup untuk keperluan setiap bulan dal 

kan ) at (2) huruf b merupal 2 bersifat mengikat sehagaimana dlnlflks.ud r::d?k‘:l):l'noscl)l pemcrinlflh dacrl "ubkan secara terus menerus dan harus dialokas hun anggaran berke':“"-‘f" -+ uniangan dan belanja 
bai A pegawai antara Tain untuk pembayaran Lckurnpgfl" el tun{flflb Tang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internct. kan 
e 

f b merupa 
Ftllnn_m dacrah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hl:;us,n:’ :asyfmkn( 
belanja untuk terjaminnya Kelangsungan pemenuhan pendanaan pchy-anfl!‘ vfl'y kewajiban antara lain pendidikan, keschatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak "‘(_:“w“ban lainnya Pembayaran pokok Pinjaman, bunga pinjaman yang telah jotuh tempo, dan kewaji 
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. bencana alam, bencana non alam, beneana sosial atau kejadian luar biasa; 
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau § ¢. kerusakan Sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi: 

1a 

) 

S) 

(6) 

. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya amanat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya; 
b. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat, dana transfer Pemerintah Provinsi atau transfer Pemerintah Dacrah lainnya; dan/atau 

pergeseran anggaran yang disebabkan dengan adanya penyesuaian terhadap  ketentuan peraturan perundang undangan. 
(7) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu dapat dilakukan dari belanja tidak terduga dan apabila belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran, dan atau memanfaatkan kas yang tersedia. 

(8) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam RKA SKPD. 
(9) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD terkait kepada Bupati melalui Sekda sesuai dengan k etentuan peraturan perundang-undangfln. 
(10) Evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh PPKD 
(11)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (10) disampaikan ke pada Bupati melalui Sekda untuk mendapatkan persetujuan/penolakan Pergeseran Anggaran. 

(12)Persetujuan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Bupati Bungo tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila Pemerintah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD., 

BAB IV 

TANGGUNG JAWAB 

Pasal 19 

Kepala SKPD bertanggungjawab penuh atas usulan pergeseran anggaran yang diajukannya, 

BAB....9 
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BAHB V. 
LARANGAN 

- 2 Kepala SKPD dilaran Pasal 20 
A mengajukan y Mukan usulap p, mcngadnlnnpcnk | akan dilakukan pe 

telah dircalisasikan; Beseran Anggaran apabila anggaran yang diusulkan m dan Kegiatan yang 
atan dengan pihak ketiga atau pihak lain terhadap Progra 
Teeseran sebelum penetapan Perubahan DPA-SKPD. 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 21 

aran l»c_l;mja hibah dan belanja bantuan sosial dalam bentuk uang mau[‘lufl 

engan tidak mengubah substansi perencanaan awal dapat dilakukan dengan: 

: rd‘:?h:‘hm antar uraian Sub Rincian Obyek belanja akibat kekeliruan pengetikan/penginputan; 
‘an‘atau 

- Pergeseran sampai dengan antar Obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan. 
Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau Peraturan Perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang menyebabkan Pergeseran Anggaran setelah penetapan APBD, SKPD harus menyampaikan dokumen dimaksud kepada Sekda selaku Ketua TAPD. 

(1) Pergeseran Angg: 
barang dan Jasa d 

Format yang berkaitan dengan tata cara pergeseran anggaran, tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi: 

a. Surat perrnohonan pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama; 
Surat permohonan pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama; 

- Surat permohonan pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang 
sama; 

d. Surat permohonan penerbitan DPA SKPD; 
c. Surat persetujuan pergeseran Anggaran oleh Pengguna Anggaran; 
f. Surat Persetujuan Pengguna Anggaran atas Perubahan atau Pergeseran atas uraian/keterangan 

dalam sub rincian objek; 

¢ Surat Persctujuan Sckretaris Daerah atas usulan pergeseran antar objek dalam jenis yang 

sama; 

h. Surat Persetujuan PPKD atas usulan pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek 

yang sama; 
i. Surat Persetujuan PPKD atas usulan pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam | 

rincian objek yang sama; 
Format Matrik Pergeseran Anggaran; 
format laporan realisasi anggaran; 

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; 

m. Format Ke‘pulusan Sekretaris Daerah tentang persetujuan pergeseran anggaran; 

Format Keputusan Kepala BPKAD tentang perse}ujuan pergeseran anggaran; dan 

Format Keputusan Kepala SKPD tentang persetujuan pergeseran anggaran. 

e
 

e 
s 

BAB VIl 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Pasal 6A Peraturan Bupati Bungo Nomor 

45 Tahun 2009 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dnumh’ Kabupaten 

Bungo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bungo N(‘l?l.(\l' 21 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 45 Tnh}m 2009 lcm_ung Slslcm_d.\n 

Prosedur Pengelolann Keuangan Dacrah Kabupaten Bungo dicabut dan dinyatakan tidak 

HEs Pasal.....10 
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Pasal 23 

Peraturan Bupati ini mulaj berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap oran 
i ti ini dengan 

8 mengetahuinya intahk undangan Peraturan Bupa 
penempatannya d 8 ya, memerintahkan Peng fut 

alam Berita Dacrah Kabupaten Bungo. 

Ditetapkan di Muara Bungo 

padatanggal RO - 8 — 2024 

[im?mfifimn BB@ 
Drs JHURSIDI, M == Y ¢ 

MASHURI 
Diundangkan di Muara Bungo 

pada tanggal 20 ~8 ~ 2024 

SEKRETARIS DAE BUPATEN BUNGO, 

MURSIDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 3| 
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